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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan 

Kemampuan Nasabah di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya” penelitian ini 

bertujuan untuk menjawab persoalan tentang Bagaimana proses produk rahn di pegadaian 

syari’ah Babakan Surabaya dan Bagaimana analisa ketaatan Syari’ah di pegadaian syari’ah 

Babakan Surabaya dalam menentukan kemampuan nasabah menurut DSN MUI Nomor 

17/DSN-MUI/XI/2000. 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung melalui proses wawancara dan 

dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun metode pengumpulan 

data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Sedangkan analisisnya 

berupa analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam analisis hukum islam terhadap 

penentuan kemampuan nasabah di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya ini belum 

memenuhi syarat islam dan belum taat pada Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 point 

2 dan 3, karena “Penentuan Nasabah secara finansial tidak di terapkan sesuai dengan ketentuan 

DSN MUI tersebut”. Karena dalam akad gadai di Pegadaian Syariah Cabang Babakan 

Surabaya tidak menentukan kemampuan nasabah yang menunda-nunda pembayaran 

dikarenakan kemampuan secara finansial yang memang belum mampu membayar hutang dan 

bea jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. 

Saran yang dapat penulis berikan: Diharapkan untuk lebih menerapkan akad gadai 

sesuai ketentuan Islam dan DSN MUI yang merupakan salah satu kiblat bagi lembaga 

keuangan syariah di Indonesia dalam melaksanakan praktik ekonomi syariah sesuai dengan 

syariat Islam. Dalam menentukan kemampuan nasabah, Pegadaian Syariah dapat melakukan 

penentuan kemampuan nasabah secara finansial agar tidak memberikan ta’zir untuk nasabah 

yang kurang mampu/belum mampu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam memiliki pengaturan dalam banyak aspek kehidupan, salah satunya 

regulasi mengenai aktivitas perekonomian yang kemudian populer dengan 

istilah ekonomi syariah dan ekonomi Islam, yakni pengetahuan atau konsep 

perekonomian yang mendasarkan pada doktrin-doktrin Islam, yakni al-Qur’an 

dan al-Hadis sebagai landasan utamanya.1 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur umat Islam memang 

selalu merujuk pada al-Qur’an dan al-Hadis, yang menurut Nabi Muhammad 

sebagai sumber hukum utama dan pertama yang akan selalu memberikan 

petunjuk terhadap segala urusan, termasuk aktivitas keuangan. 

Ekonomi Islam sebagai konsep untuk pertamakalinya kemudian 

diimplementasikan pada tahun 1963 dengan berdirinya Mit Ghamr Local 

Saving Bank yang beroperasi tanpa konsep bunga danmun kemudian karena 

beberapa keadaan diambil oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir 

pada tahun 1967 dan kembali mempraktikkan bunga. 

Pendirian bank yang melaksanakan prinsip tanpa riba tersebut 

sebenarnya sudah mulai dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya, namun 

selalu mengalami kebuntuan bahkan kegagalan. Kesukesesan Mesir membuat 

beberapa negara menaruh perhatian. Akhirnya, pada tahun 1983 di Malaysia 

1 Djoko Moljono, Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 
2015), 1. 
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berdiri Bank Islam Malaysia. Sepuluh tahun kemudian yaitu pada tahun 1993, 

Bank Negara Malaysia mengeluarkan edaran mengenai arahan kepada semua 

bank konvensional untuk membuka konter dengan mengikuti sistem Bank 

Islam Malaysia.2 

Sementara di Indonesia sendiri, prinsip-prinsip ekonomi Islam mulai 

dipraktikkan secara formal-legal dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia 

(BMI) yang baru beroperasi pada 1 Mei 1992 meskipun akta pendiriannya 

telah rampung pada November 1991. 

Konsep ekonomi Syari’ah pada akhirnya diaplikasikan oleh lembaga 

keuangan, seperti bank, koperasi dan juga pegadaian yang kemudian 

menambahkan kata syari’ah pada setiap nama lembaganya, dan tumbuh 

suburlah Bank Syari’ah, Koperasi Syari’ah serta Pegadaian Syari’ah. 

Gadai dalam Islam disebut rahn, yang artinya menahan salah satu harta 

milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.3 Rahn 

merupakan praktik legal. Legalitasnya dapat ditelusuri dalam al-Qur’an dan al-

Hadis sebagai hukum utama dan pertama dalam hierarki peraturan Islam.  

Surat Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi Muahammad menjelaskan 

sebagai berikut:4 

 

 

2 Zaini Nasohah et al (ed), Syari’ah dan Undang-Undang; Suatu Perbandingan, (Kuala Lumpur : 
Utusan Publications, 2004), 194 – 195. 
3 Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan 
PAPSI, (Jakarta: Grasindo, 2005), 30. 
4 Ikit, Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah  (Yogyakarta: Deepublish, , Ed. I Cet. I, 
2015), 116. 
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Al-Baqarah ayat 283 
 

فإَِنْ أمَِنَ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا  ۖ◌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ولمََْ تجَِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ  

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ  ۚ◌ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  ۗ◌  فَـلْيُـؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانَـتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ 

                                                                                             وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ  ۗ◌ آثمٌِ قَـلْبُهُ 

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklalh yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan jangalah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.5(Q.S. Al-Baqarah ayat 283) 

 
 

Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari 
Aisyah r.a 

هَا أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتـَرَى طعََامًا مِنْ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِي االلهُ عَنـْ
 يَـهُودِيٍّ إِلىَ أَجَلٍ فَـرَهَنَهُ دِرْعَهُ *(صحيح البخاري)

 
Artinya: Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak 

tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Al Bukhori)6 

 
Praktik gadai dalam Islam berbeda dengan gadai konvensional. Letak 

perbedaannya ada pada riba@. Praktik gadai konvensional mensyaratkan 

bunga dalam pembayaran, sementara rahn tidak, melainkan keharusan untuk 

5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah, 71. 
6 Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ibrahim Bin Mughiran Bin Bardizhah Bin Al-Bukhari Al-
Ju’fiy, Shahih Al-Bukhari Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983),18. 

3 
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membayar sesuai pokoknya saja tanpa bunga, disertai juga membayar biaya 

penitipan barang yang dititipkan.7 

Pada praktiknya, rahn dilaksanakan melalui akad yang kemudian disebut 

akad rahn, yakni perjanjian meminjamkan obyek perikatan yang berbentuk 

uang kepada pihak lainnya disertai dengan jaminan.8 Tujuan akad tersebut 

adalah agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang, di 

mana pihak yang berutang memberikan barangnya kepada pemberi hutang 

untuk kemudian biaya perawatannya ditanggung oleh penghutang dan biaya 

tersebut tidak boleh berdasarkan besaran pinjaman.9 

Akad tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan penuh 

amanah, salah satunya adalah tempo pelunasan yang harus dilakukan oleh 

debitur. Debitur harus mempertanggungjawabkan akad yang telah 

dilakukannya dengan cara memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan 

dalam akad itu. Debitur dan kreditur harus melaksanakan ketentuan-ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam akad. Khusus debitur, maka tempo pelunasan 

penting, sebab jika tidak dilaksanakan berakibat pada barang yang dititipkan 

debitur sebagai jaminan. 

Debitur yang tidak melunasi pembayaran ketika sudah jatuh tempo, 

kreditur dapat menjual barang yang dititipkan dengan memperhatikan 4 

(empat) ketentuan sebagai berikut: 

7 Ahmad Gozali, Serba-serbi Kredit Syariah; jangan Ada Bunga Di Antara Kita, (Jakarta: PT. 
Elex Komputindo, 2005), 24. 
8 Ibid., 30. 
9 Siti Nurhayati – Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, Cet ke I, 
2013), 245. 

4 
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a. Kreditur harus terlebih dahulu mencari sebab musabab debitur tidak dapat 

melunasi pembayaran pada saat jatuh tempo 

b. Memperpanjang waktu pembayaran 

c. Jika kreditur membutuhkan uang, maka barang titipan dari debitur dapat 

digadaikan kepada pihak lain, tentu dengan seizin dari debitur. 

d. Jika ketentuan di atas tidak terpenuhi maka kreditur dapat menjual barang 

titipan dengan syarat kelebihan hasil penjualan diberikan kepada debitur.10 

Sementara menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn, barang titipan debitur dapat dijual setelah melalui 

4 (empat proses), yakni memberikan peringatan kepada debitur untuk melunasi 

utangnya, jika tidak dapat melunasi utangnya maka dapat menjual paksa 

melalui lelang syari’ah, hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan 

pelunasan hutang, dan biaya peyimpanan serta pemeliharaan yang belum lunas, 

di mana hasil penjualannya jika lebih dari utang yang ditangung, menjadi milik 

debitur, sementara jika tidak mencukupi menjadi tanggungjawab debitur.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, penjualan objek gadai tidak serta merta 

dapat dilakukan oleh kreditur, harus ada proses peringatan kepada debitur 

untuk melaksanakan kewajibannya melunasi pembayaran hutang. Momentum 

ini tidak jarang dimanfaatkan debitur untuk menunda-nunda pembayaran, 

padahal secara finansial sudah mampu untuk melaksanakan kewajibannya. 

Mengacu pada Fatwa Desan Syari’ah Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 

tentang Sanksi Atas Nasabah mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran 

10 Muhammad Solikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2003), 59. 
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(selanjutnya disingkat Fatwa DNS No. 17/DSN-MUI/IX/2000), maka debitur 

yang menunda-nunda pembayaran secara sengaja atau tidak memiliki kemauan 

dan i’tikad baik boleh dikenai sanksi yang didasarkan pada prinsip ta’zi@r 

dengan tujuan mendidik debitur agar lebih disiplin dalam melakasanakan 

kewajibannya. Adapun sanksi itu dapat berupa uang yang besarnya ditentukan 

atas dasar kesepakatan dalam akad yang ditandatangani. 

Untuk dapat bertindak demikian, tentu kreditur membutuhkan analisa 

mendalam terhadap keadaan debitur yang sesungghuhnya sehingga dapat 

menentukan kemampuan nasabah dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang 

telah ditetapkan dalam akad rahn. Jika ternyata memiliki kemampuan untuk 

melunasi hutang, namun menunda-nunda dengan sengaja diikuti i’tikad tidak 

baik, maka kreditur dapat memberikan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam 

Fatwa DNS No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Namun jika ternyata kreditur memang 

tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan akad, 

maka penjatuhan sanksi tidak diperbolehkan karena belum memenuhi kriteria 

yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan urain tersebut penting untuk kemudian melakukan kajian 

secara mendalam terhadap penentuan yang dilakukan pegadaian syaria’ah 

terhadap kemampuan nasabah berdasarkan DSN MUI No. 17/DSN-

MUI/XI/2000 yang kemudian disusun dalam judul penelitian skripsi “Analisis 

Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 Terhadap Penentuan 

Kemampuan Nasabah Di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan 

Surabaya.” 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, 

terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti 

identifikasi, yaitu: 

1. Mekanisme Penentuan Kemampuan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang 

Babakan Surabaya. 

2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/XI/2000 dalam Menentukan 

Kemampuan Nasabah di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya  

Adapun batasan masalah dalam judul ini, yaitu hanya membahas tentang 

Penentuan kemampuan nasabah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada nasabah 

di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya dan penentuannya didasarkan 

pada fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang Sanksi Atas 

Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. 

1. Proses penentuan kemampuan nasabah di pegadaian syari’ah Babakan 

Surabaya 

2. Analisa ketaatan Syari’ah di pegadaian syari’ah Babakan Surabaya dalam 

menentukan kemampuan nasabah menurut DSN MUI Nomor 17/DSN-

MUI/XI/2000 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan: 

Analisis Hukum Islam Di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya Dalam 

Menentukan Kemampuan Nasabah Menurut DSN MUI Nomor 17/DSN-

MUI/XI/2000. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penentuan kemampuan nasabah di Pegadaian Syari’ah 

Babakan Surabaya? 

2. Bagaimana analisa ketaatan Syari’ah di pegadaian syari’ah Babakan Surabaya 

dalam menentukan kemampuan nasabah menurut DSN MUI Nomor 17/DSN-

MUI/XI/2000? 

 

3. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka menguraikan beberapa penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu seputar masalah yang akan diteliti sehingga dapat terlihat jelas 

bahwa penelitian ini bukan plagiasi atau pengulang terhadap penelitian 

sebelumnya:11 

1. Penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi ditulis oleh Taufik Hussholeh tahun 

2012 dengan judul “Prosedur Pelelangan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah 

Cabang Blauran Kota Surabaya (Menurut Fatwa DSN No. 25 Tahun 2012). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelelangan barang gadai, 

meliputi cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan penawaran, cara 

menetapkan harga akhir, cara ija@b qabu@l dan cara melakukan penyerahan 

11 Tim Penyusun, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, 8. 
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barang di pegadaian syariah cabang Blauran, sudah sesuai dengan aturan 

hukum Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002.12 

2. Penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi ditulis oleh Putri Rohmawati pada 

tahun 2016 dengan judul “Analisis Besaran Ujrah Di Pegadaian Syariah 

Karangpilang Surabaya dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI nomor 25 Tahun 

2002.” Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran ujrah 

(biaya pemeliharaan dan penyimpanan) pada pembiayaan rahn di Pegadaian 

Syariah unit Karangpilang Surabaya ditentukan berdasarkan harga barang 

yang digadaikan/nilai taksiran. Sedangkan yang membedakan biaya ujrah 

yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam 

menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah 

pinjaman yang dilakukan nasabah tersebut berbeda adalah diskon ujrah.13 

3. Penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi ditulis oleh Rizky Ardiansyah pada 

tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindakan 

Murtahin Di Desa Karangkidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.” 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan murtahi@n di Desa 

Karangkidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik menggunakan akad rahn 

dengan perorangan bukan lembaga, dimana murtahi@n dan ra@hin 

melakukan perjanjian akad disertai penyerahan barang jaminan dan jatuh 

12 Taufik Hussholeh, “Prosedur Pelelangan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran 
Kota Surabaya (Menurut Fatwa DSN No. 25 Tahun 2012),” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2012). 
13 Putri Rohmawati, “Analisis Besaran Ujrah Di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam 
Perspektif Fatwa DSN-MUI nomor 25 Tahun 2002,” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel, Surabaya, Tahun 2016). 
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tempo. Praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam merupakan perbuatan yang 

dilarang.14 

4. Penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi ditulis oleh Saifulloh pada tahun 

2017 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap pandangan Desi Sri 

Wulandari tentang Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran “Al Qard Al 

H{asan” hasil penelitian menimpulkan bahwa pandangan Desi Sri Wulandari 

terhadap sanksi keterlambatan pembayaran Al Qard Al H{asan dibenarkan, 

akan tetapi pemahaman terhadap orang yang boleh diberikan sanksi masih 

terlalu umum dan sempit, ketidakbolehan penerapan sanksi terhadap orang 

yang lupa tidak dibenarkan karena bukan termasuk dalam kategori orang 

yang kesulitan (force majuer).15 

Penelitian ini memiliki spesifikasi berbeda dengan uraian penelitian di 

atas. Peneliti fokus pada satu titik yakni penentuan kemampuan nasabah dalam 

membayar sehingga dapat memberikan sanksi terhadap nasabah itu sebagaimana 

fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Metode penentuan kemampuan nasabah 

membayar tersebut kemudian ditinjau menggunakan hukum Islam untuk melihat 

adanya kesesuaian atau pertentangan dengan hukum Islam dengan judul “Analisis 

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penentuan Kemampuan 

Nasabah Di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya.” 

 

14 Rizky Ardiansyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindakan Murtahin Di Desa Karangkidul 
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik,” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 
Surabaya, Tahun 2015) 
15 Saifulloh, “Analisis Hukum Islam terhadap pandangan Dewi Sri Wulandaritentang sanksi 
keterlambatan pembayaran al qard al hasan,” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 
Surabaya, Tahun 2017) 
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3. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penentuan kemampuan nasabah di 

pegadaian syari’ah Babakan Surabaya. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis ketaatan syari’ah terhadap penentuan 

kemampuan nasabah di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya. 

 

4. Kegunaan Hasil Penelitian 

Substansi dari suatu penelitian adalah kemanfaatan yang dapat 

diwujudkan sehingga berguna. Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah 

kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah, utamanya pegadaian 

syari’ah, khususnya mengenai penentuan kemampuan melunasi debitur 

menurut hukum Islam 

b. Secara Praktis 

Secara praktik penelitian ini diharapakan dapat berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam melakukan penentuan kemampuan debitur sehingga 

tetap sesuai dengan prinsip Islam. 
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5. Definisi Operasional 

Berdasarkan kajian teori, maka definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah gadai dan rahn. 

a. Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Nasabah 

Mmampu yang Menunda-Nunda Pembayaran 

b. Penentuan Kemampuan Nasabah: menentukan kemampuan nasabah secara 

finansial nasabah (menengah keatas/tengah/bawah) yang menunda 

pembayaran secara sengaja atau memang belum mampu membayar yang 

dapat dikenai ta’zi@r jika nasabah tersebut mampu tetapi dengan sengaja 

menunda pembayaran. 

 

6. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data 

empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian 

yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-

orang atau pelaku yang diamati. 

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data yang Dikumpulkan 

Dengan melihat persoalan di atas, maka data yang akan digali 

meliputi: 
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a. Data yang berkaitan dengan praktek gadai di Pegadaian Syariah 

Cabang Babakan Surabaya dalam penentuaan kemampuan nasabah. 

b. Data yang bersumber dari hukum Islam yang berkaitan dengan 

praktek gadai di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya 

dalam menentukan kemampuan nasabah. 

 

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi hal berikut: 

a. Sumber Data Primer 

  Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah 

data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung.16yang 

meliputi: 

1. Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), 3 Karyawan: Sri 

Sulistoiwati (Penaksir), Eddu Terano Siwi (Kasir/Administrasi), 

Moch. Firmansyah (Pengelola Agunan) 

2. 3 Nasabah: Nurul Annisa, Lebak Jaya V Utara Nomor 66, 

Nurmalia, Kebalen Wetan Nomor 18, Siti Yayuk Farida, Kapas 

Krampung Gg Buntu Nomor 6A. 

 

b. Sumber Data Skunder 

  Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan 

yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta 

16 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 
129. 
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memperkuat data.Memberikan penjelasan mengenai sumber data 

primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek 

penelitian.17 Diantara sumber-sumber data skunder tersebut adalah: 

1. Ahmad Gozali, Serba-serbi Kredit Syariah; 2005. 

2. Muhammad Solikul Hadi, Pegadaian Syariah; 2003. 

3. Ikit, Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah; 2015. 

4. Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi; Perbankan dan 

Lembaga Keuangan Syari’ah; 2015. 

5. Zaini , Syari’ah dan Undang-Undang; Suatu Perbandingan; 

2004. 

6. Siti Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia; 2013. 

7. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D; 2012. 

8. Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan 

Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI; 2005. 

9. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah; 2012. 

3. Teknik  Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, 

penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Metode Observasi ( Pengamatan). 

Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan 

pengamatan langsung atau pencatatan dengan sistematis tentang 

17 Nasution, Metode Research, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 143. 
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fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak 

langsung.18 Mencatat semua fenomena yang menyangkut tentang 

yang saya teliti di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. 

 

b. Metode Interview (Wawancara).  

Wawancara atau interview dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden yaitu 1 Pimpinan Perusahaan, 3 

Karyawan, 3 Nasabah. Pertanyaan-pertanyaan akan dibuat secara 

terstruktur agar lebih mudah bagi peneliti dalam menyimpulkan 

hasil. 

 

c. Dokumen 

Teknik pengumpulan data yang yang diambil dari sejumlah 

besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi.19Pengambilan data penelitian ini diperoleh melalui 

dokumen-dokumen di Pegadaian Syariah Cabang Babakan 

Surabaya. 

 

3. Teknik Pengelolaan Data 

Maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

18Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta : FT.UGM, cet. II, 1988), 136. 
19 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004), 39. 
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a. Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, 

pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.20 

Mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan fakta-fakta tentang 

fenomena yang sedang saya teliti di Pegadaian Syariah Cabang 

Babakan Surabaya. 

b. Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan 

data tersebut.21 Mengedit hasil dari hasil organizing, agar data 

tersebut benar dan tepat. 

c. Coding adalah kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang 

relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.22 Memeriksa 

data yang telah melalui editing agar menjadi data yang lebih tepat 

lagi. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian 

menganalisisnya dengan menggunakan teknik deskriptif. Deskriptif 

yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya 

yang sesuai dengan kenyataannya.23 Data tentang Pegadaian Syariah 

Cabang Babakan Surabaya dalam menentukan kemampuan nasabah 

akan dipaparkan untuk mengambil kesimpulan. 

20 Sony Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89. 
21Ibid., 97. 
22Ibid., 99. 
23 Pius Partanto dan Dahlan Barry, Kamus lmiah Populer,  (Surabaya:Arkola, 2001), 111. 
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Pola pikir yang dipakai adalah induktif, yaitu berangkat dari 

data yang sudah ada di lapangan yang digunakan untuk mengemukakan 

fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Pegadaian Syariah 

Cabang Babakan Surabaya terhadap penentuan kemampuan nasabah, 

kemudian ditinjau dari segi hukum islam terhadap DSN MUI Nomor 

17/DSN-MUI/IX/2000 lalu dianalisa dengan hukum Islam. 

 

7. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama adalah Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah pembahasan tentang gambaran secara umum Pegadaian 

Syariah (rahn). Pegadaian syariah (rahn) terdiri dari sub bab pengertian 

Pegadaian Syaria’h, sejarah Pegadaian Syariah, dasar hukum, prinsip-prinsip, 

syarat dan rukun pegadaian syariah dan produk-produk yang di kembangkan di 

Pegadaian Syariah. 

Bab ketiga mengurai tentang penentuan kemampuan nasabah. Bab ini dibagi 

menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama berisi gambaran umum Pegadain 

Syari’ah Cabang Babakan Surabaya. Sub bab kedua membahas mengenai 

mekanisme Gadai (rahn) di Pegadain Syari’ah Cabang Babakan Surabaya. Sub 
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bab ketiga berisi pendapat mengenai mekanisme tentang penentuan kemampuan 

nasabah yang dipraktikkan Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya.  

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap penentuan kemampuan 

nasabah Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan berdasarkan DSN MUI Nomor 

17/DSN-MUI/XI/2000. 

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

adalah jawaban atas rumusan masalah yang dihasilkan melalui proses penelitian. 

Sementara saran adalah masukan yang dirasa perlu dari peneliti berdasarkan 

proses penelitian yang dilakukan. 

18 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAB II 

PEGADAIAN SYARIAH 

 

A. Pengertian Pegadaian Syariah 

Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, 

dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan 

harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, 

baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus 

bersifat actual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu 

bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti 

kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mahab Syafi’i dan 

Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.1 

Menurut etimologi al-Rahn berarti Ath-Thubu@tu Wa Dawa@mu 

artinya tetap dan kekal, atau Al-H{absu Wa Luzumu artinya pengekangan 

dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.  

Adapun secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikannya 

sebagai berikut: 

1. Menurut Sayyid Sabiq, al-Rahn adalah menjadikan barang berharga 

menurut pamdangan syara’ sebagai jaminan utang. 

2. Menurut Muhammad Rawas Qal’ahji penyusun buku Ensiklopedi Fiqh 

Umar bin Khatab r.a, berpendapat bahwa al-Rahn adalah menguatkan 

utang dengan jaminan utang. 

3. Menurut Masifur Zuhdiar al-Rahn adalah perjanjian atau akad pinjam 

dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. 

4. Menurut Narun Haroen al-Rahn adalah menjadikan sesuatu (barang) 

sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai 

pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun 

sebagiaanya. 

1 Abdul rahman, Fiqh Muamat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, 265. 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa al-Rahn adalah 

mejadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jamnan 

tersebut bekaitan erat dengan utang piutang dan timbul daripadanya. 

Sebenarnya pemberiaan utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan 

untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak 

mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, 

pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar 

oleh yang berhutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta 

jaminan dalam bentuk barang berharga.2 

Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman 

menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat 

Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang 

pinjaman.  

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di 

Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan 

lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke 

masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalm Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah 

memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar 

masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang 

cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.3 

 

B. Dasar Hukum Pegadaian Syariah 

Sebagaimana halnya instritusi yang berlabel syariah, maka 

landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam 

yang bersumber dari al Qur’an dan Hadis Nabi SAW. Adapun landasan 

yang dipakai adalah :  

 

2 Ibid., 266. 
3 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra 
Utama, 2016), 20. 
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Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi Muhammad menjelaskan sebagai berikut: 

Al-Baqarah ayat 283 
 

أمَِنَ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا فَـلْيُـؤَدِّ فإَِنْ  ۖ◌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ولمََْ تجَِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثمٌِ  ۚ◌ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  ۗ◌ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانَـتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ 

                                                                                             وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ  ۗ◌ قَـلْبُهُ 

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklalh yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan jangalah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.4(Q.S. Al-
Baqarah ayat 283) 

 
 

Hadis  Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari 
Aisyah r.a 

هَا أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتـَرَى طعََامًا مِنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي االلهُ  عَنـْ
 يَـهُودِيٍّ إِلىَ أَجَلٍ فَـرَهَنَهُ دِرْعَهُ *(صحيح البخاري)

 
Artinya: Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak 
tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Al Bukhori)5 
 
 

C. Prinsip-Prinsip Pegadaian Syariah 

Secara subtantif, pegadaian syariah memiliki tiga prinsip yang 

bersumberkan pada kajian ekonomi Islam. Prinsip ekonomi tidak saja mengacu 

pada proses dimana masyarakat dari suatu negara memanfaatkan sumber 

dayayang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa 

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah, 71. 
5 Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ibrahim Bin Mughiran Bin Bardizhah Bin Al-Bukhari Al-
Ju’fiy, Shahih Al-Bukhari Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983),18. 
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secara terus-menerus. Akan tetapi Islam memiliki prinsip-prinsip 

pengembangan yang dibingkaidengan kerangka hubungan dengan Allah SWT 

dan menyeimbangkan antar kehidupan di dunia dan di akhirat. Diantara prinsip-

prinsip tersebuat adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip Tauhid (Tauh{i@d) 

Gadai dengan prinsip Tauh{i@d dapat mengukuhkan konsep non 

materielistik dan dipahami sebagai triangel, dimana ketaatan kepada Tuhan 

diletakan di posisi puncak,  sedangkan manusia dan alam diletakkan di 

posisi sejajar yang saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk 

memanfaatkan alam sebagai sumber daya alam dan di dorong untuk 

menghasilkan output yang dapat bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi. 

Output itu sendiri tidak mutlak menjadi miliknya sendiri sebab ada hak 

orang lain yang membutuhkan. 

Studi tentang pembiayaan tidak lepas dari kegiatan yang dilakukan 

untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta. Ajaran Islam memandang 

bahwa harta serta pengembangannya tidak bisa diakumulasikan dengan cara 

riba sebagimana teori bunga. Pada saat yang sama, kebiasaan untuk 

mendiamkan harta yang diperoleh tidak pula dianjurkan dalam Islam. 

Ketika seseorang memiliki harta yang didiamkan akan menyebabkan harta 

tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya. Pada akhirnya, jurang 

antara si kaya dan si miskin akan semakin menganggah. Padahal, dalam 

harta milik seseorang ada hak milik orang lain. Ini menghendaki terjadinya 

perputaran kepemilikan harta secara lebih merata.6 

Sistem pembiayaan gadai yang dianut ekonomi Islam selama ini 

didasarkan dua sifat, yaitu:  

(1) Konsumtif: Pembiayaan konsumtif dapat dilakukan dengan: (a) 

sistem margin (keuntungan) melalui akad al-mura@bah{ah (jual beli 

tanguh); dan (b)  sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad al-qard al-

h{asan atau lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan. 

6 Ahmad Rodoni, Investasi syariah, (Jakarta:Lemlit UIN Jakarta, 2009), 30. 
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(2) Produktif: pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan sistem 

bagi hasil melalui akad al- mura@bah{ah (kemitraan pasif); dan akad al-

musharokah (kemitraan aktif). 

2. Prinsip Tolong Menolong (Ta’a@wun) 

Prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah ta’awun 

(tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam 

meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan 

bisnis. Realitas prinsip ta’awun pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan 

manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap 

berkembangnya aktivitas manusia secara cepat. Prinsip ta’awun sesama 

manusia dapat meningkatkan taraf hidup. Prinsip ini berorietasi pada sosial 

adalah usaha seseorag untuk membantu meringankan beban saudaranya 

yang ditimpah kesulitan melalui gadai syariah. 

3. Prinsip Bisnis (Tija@rah) 

Bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan di dalam 

Islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan 

manusia. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang 

dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan manusia, baik 

di duniawi maupun kebahagiaan akhirat dapat tercapai. Karena itu, kegiatan 

bisnis gadai syariah tanpa mengikuti aturan-aturan syariah, maka akan 

membawa kehancuran.7 

Karena itu, prinsip-prinsip usaha pegadaian ialah: 

(1) Harus didasari sikap saling rid{a@ diantara kedua belah pihak, sehingga 

para pihak tidak merasa dirugikan atau didzalimi; 

(2) Menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan; 

(3) Kegiatan bisnis tidak boleh melalukan investasi pada usaha yang 

diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental dan moral; 

(4) Bisnis harus terhindar dari praktik Gharar (ketidakpastian), Tadli@s 

(penipuan) dan Maisi@r (judi); serta 

7 Muhammad Syafi’i Antonio, Wawasan Islam Dan Ekonomi Bunga Rampai, (Jakarta: Lembaga 
Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), 182. 
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(5) Dalam kegiatan bisnis, baik utang piutang maupun bukan, hendaklah 

dilakukan pencatatan (akuntansi). 

Dengan demikian, ketiga prinsip diatas menjadi acuan dasar dalam 

pengembangan Pegadaian Syariah, serta penerapannya dalam kehidupan 

sosial-ekonomi. Kurang kuatnya salah satu dasar tersebut, maka akan 

menyebabkan lambatnya gerak pengembangan lembaga bisnis itu sendiri, 

serta tidak akan mampu mencapai kesejahteraan hidup.8 

D. Syarat Dan Rukun Pegadaian Syariah 

a. Syarat Gadai 

Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam 

memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam hukum Islam, yakni 

sebagai berikut 

Menurut Sayid Sabiq, syarat sahnya perjanjian atau akad gadai itu ada 4 

yaitu: 

1. Berakal 

2. Baligh 

3. Barang jaminan ada pada saat akad 

4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian 

atau wakilnya.9 

Dari keempat syarat tersebut di atas dapat kita ambil satu kesimpulan 

bahwa syarat sahnya gadai tersebut meliputi dua hal yaitu: 

1) Syarat Gadai Subyektif (Ra@hin dan Murtahi@n) 

Bahwa dalam perjanjian gadai ini, orang yang melaksaknakan 

perjanjian gadai adalah harus memenuhi syarat cukup melakukan tukar 

8 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra 
Utama, 2016), 27. 
9 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra 
Utama, 2016), 30. 
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menukar benda. Apabila ia berakal sehat (tidak gila) dan mumayiz 

(mencapai umur) orang yang berada di bawah pengampuan dengan alasan 

amat dungu (ghafah), hukumnya seperti mumayiz, tetapi tindakan-tindakan 

hukum sebelum mencapai usia baligh (15 tahun) diperlukan izin 

pengampuannya. Apabila pengampu mengizinkan maka perjanjian gadai 

dapat dilakukan. Dan bila wali atau pengampu tidak mengizinkan, maka 

perjanjian gadai tersebut batal. 

2) Syarat Barang Gadai (Marhu@n) 

Bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan untuk 

dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan (borg) utang. Dan juga barang 

yang dijadikan jaminan sudah wujud pada waktu perjanjian terjadi. 

Sehingga memungkinkan bagi barang itu untuk diserahkan seketika itu pada 

murtahi@n dan juga barang tersebut mempunyai nilai menurut syara', 

maksudnya adalah : Menurut Ibn Rusyd bahwa mengenai syarat-syarat 

gadai yang disebutkan dalam syarat ada dua macam, yaitu: syarat sah dan 

syarat kerusakan. Kemudian mengenai syarat-syarat sah yang disepakati 

pada garis besarnya, tetapi diperselisihkan segi kesyaratannya yakni 

penguasaan barang, kedua yang diperlukannya masih diperselisihkan.10 

Fuqaha' yang menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan 

akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan dipaksa untuk 

menyerahkan barang, kecuali bila penerima gadai tidak mau penuntutan 

demikian. 

Hal ini disebabkan karena sudut pandang yang berbeda antara 

mereka. Mereka berpendapat penguasan itu termasuk syarat sahnya gadai, 

karena sebelum terjadi penguasaan. Maka akad gadai itu tidak mengikat 

bagi orang yang berakad. Jadi dalam hal ini sebelum terjadinya perjanjian 

gadai dan bagi mereka yang berpendapat penguasaan merupakan syarat 

10 Ibid., 31. 
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kelengkapan gadai, karena akad itu telah berlangsung, sehingga penguasaan 

menjadi syarat mutlak dalam gadai. 

b. Rukun Gadai 

Di samping syarat-syarat dalam perjanjian gadai di atas, kita juga 

mengenal adanya rukun dalam gadai. Menurut hukum Islam menyebutkan 

bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu: 

(a) Shi@ghat atau perkataan 

Rukun gadai di sini adalah ija@b qabu@l, sedangkan ija@b qabu@l 

adalah shi@ghat aqdi atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua 

belah pihak, seperti kata "Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku 

yang sekian kepada engkau", yang menerima gadai menjawab "Saya terima 

runggukan ini". Shi@ghat Aqdi itu memerlukan tiga ketentuan (urusan) 

pokok, yaitu: 

(1) Harus terang pengertiannya 

(2) Harus bersesuaikan antara ija@b dan qabu@l 

(3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan.11 

(b) Adanya dua orang yang berakal 

Disyaratkan keduanya adalah ahli tas{aruf (berhak membelanjakan 

harta) dan tidak diperselisihkan lagi bahwa sifat orang-orang yang 

menggadaikan adalah ia tidak dilarang untuk bertindak. Maka dari itu tiap-

tiap orang yang boleh menggadaikan boleh menerima gadai. 

(c) Adanya barang yang diakadkan 

Pada dasarnya benda yang boleh untuk dijual juga boleh untuk 

digadaikan. Begitu juga sebaliknya sesuatu yang boleh digadaikan juga 

11 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2016), 280. 
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boleh dijual-belikan. Oleh karena itu barang yang dijadikan jaminan harus 

mempunyai nilai dan manfaat dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan 

terpaksa. 

Menurut pendapat ulama Syafi'i dalam kitab Bida@yah al-Mujtahid 

barang yang dijadikan jaminan itu memiliki tiga syarat, yaitu: 

(1) Barang itu nyata. 

(2) Menjadi tetap, karena sebelum tetap barang tersebut belum bisa 

digadaikan. 

(3) Barang yang digadaikan bisa dijual apabila pelunasan utang gadai 

telah tiba masanya. 

(d) Adanya utang 

Ada utang disyaratkan keduanya telah tetap.12 

E. Produk-Produk Pegadaian Syariah 

1. Ar-rahn (gadai syariah) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada 

prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya 

administrasi dan ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang 

jaminan). Gadai Syariah (rahn) adalah transaksi pinjaman yang mudah dan 

praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai 

syariah dengan barang jaminan berupa emas , perhiasan, berlian, 

elektronik dan kendaraan bermotor. 

2. ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro/Kecil) 

ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro/Kecil) adalah skim pinjaman 

dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil bagi para 

pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan 

usaha dengan sistem secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil 

12 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2016), 280. 

29 
 

                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

atau atau motor. Untuk produk ARRUM emas, barang jaminan yang 

disimpan di pegadaian adalah emas.13 

3. Mulia (mura@bah{ah logam mulia untuk investasi abadi) adalah 

penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, 

dan agunan dengan jangka waktu fleksibel. Penaksiran nilai barang Jasa 

ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran 

barang yang berupa emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah 

ongkos penaksiran barang.Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai 

aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai 

estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, 

likuid dan riil.  

 MULIA (Mura@bah{ah Logam Mulia untul Investasi Abadi) 

memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia 

oleh Pegadaian Syariah pada masyarakat secara tunai atau dengan pola 

angsuran, atau arisan dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu 

yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad Mura@bah{ah dan 

Rahn.  

4. Multi Pembayaran Online (MPO) 

Multi pembayaran online (MPO) merupakan layanan jasa yang ditawarkan 

oleh Pegadaian Syariah dalam mempermudah nasabah dalam memenuhi 

berbagai kebutuhan berumah tangga. Layananan pembayaran online yang 

ditawarkan diantaranya layanan pembayaran tagihan listrik, telepon, 

internet, PDAM, indovision, token listrik, pulsa elektrik serta pembelian 

tiket kerete api dan sebagainya, secara online di outlet Pegadaian Syariah 

seluruh Indonesia. MPO merupakan solusi pembayaran tepat dan cepat 

yang memberi kemudahan nasabah dalam transaksi tanpa harus memiliki 

rekening di bank.14 

 

 

13 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2003), 50. 
14 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2003), 50. 
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F. Pertambahan Gadai 

Ulama Fiqh sepakat bahwa tambahan yang timbul dan terjadi pada barang 

yang digadaikan adalah milik ra@hin, karena dialah pemilik aslinya, dan 

tambahan tersebut merupakan tambahan atas miliknya itu namun dalam 

rinciannya terdapat sedikit perbedaan diantara mereka.  

1. Menurut Hanafiyah semua tambahan yang timbul dan terjadi pada barang 

yang digadaikan termasuk kepada Rahn, baik yang berkaitan engan Rahn, 

seperti buah, susu, dan bulu, maupun yang terpisah, seperti anak hewan. 

Adapun tambahan yang tidak ada kaitannya dengan Rahn seperti upah dan 

hasil bumi, tidak termasuk bagian dari Rahn, melainkan milik ra@hin dan 

tidak ada kaitannya dengan utang piutang karena hal tersebut merupakan 

hasil transaksi antara pemilik gadai dengan pihak lain, bukan timbul dari 

harta (Rahn). Pendapat ini diikuti juga oleh Malikiyah dan Syafi’iyah. 

2. Menurut Malikiyah semua tambahan yang timbul dari, menyatu dengan dan 

tidak terpisah dari barang yang di gadaikan, seperti lemak, atau terpisah 

merupakan hasil pengembangbiakan seperti anak kambing, termasuk 

kedalam rahn. Adapun tambahan yang tidak sesuai dengan kejadian dan 

bentuk barang yang digadaikan, baik yang timbul dari marhu@n seperti 

buah-buahan dari pohon, maupun yang terpisah, seperti sewa rumah dan hasil 

bumi, tidak termasuk marhu@n.15 

3. Menurut Syafi’iyah semua tambahan yang menyatu pada rahn, yakni 

tmbahan yang merupakan sifat, sperti gemuk, besar, indah dan tumbuhnya 

buah, termasuk kedalam rahn. Tambahan tersebut karena mengikuti barang 

yang digadaikan dan tidak bisa di pisahkan oleh barang yang digadaikan. 

Adapun tambahan atau pertumbuhan yang terpisah dari barang yang 

digadaiakan seperti anak hewan, bulu, susu, telor, atau sewa rumah, tidak 

termasuk kedalam rahn. Dengan demikian tambahan tersebut milik ra@hin. 

15 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra 
Utama, 2016), 62. 
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Di samping itu, rahn adalah suatu akad yang tidak menghilangkan hak milik 

atas benda yang digadaikan, sehingga dengan demikian, tambahan yang 

sifatnya terpisah dari benda, tidak termasuk yang digadaikan. 

4. Menurut Hanabilah, semua tambahan dan menghasilan dari benda yang 

digadaikan, baik yang menyatu atau yang terpisah, baik yang timbul dari 

rahn atau tidak, merupakan bagian dari rahn yang ada di tangan murtahi@n 

atau wakilnya dan bisa dijual bersama sama dengan benda pokoknya untuk 

membaya utang apabila diperlukan. Hal itu karena hubungan antara hutang 

dengan harta yang digadaikan ditetapkan berdasarkan akad, sehingga 

termasuk di dalamnya tambahan dan manfaat. Dengan demikian, hukum 

tambahan dan manfaat tersebut sama dengan hukum atas rahn itu sendiri.16 

 

G. Berakhirnya Akad Gadai 

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini. 

1. Diserahkannya barang jaminan kepada pemiliknya. 

 Menurut jumhur ulama selain Syafi’iyah, akad gadai berakhir karena 

diserahkannya barang jaminan kepada pemiliknya. Hal ini oleh karena gadai 

merupakan jaminan terhadap hutang. Apabila barang jaminan di serahkan 

kepada pemiliknya, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karena 

akad gadai telah berakhir. 

2. Utang telah dilunasi seluruhnya. 

3. Penjualan secara paksa. 

 Apabila utang telah jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayar maka 

atas perintah hakim, nasabah bisa menjual barang jaminan. Apabila nasabah 

tidak mau menjual barang jaminan maka hakim yang menjualnya untuk 

melunasi utangnya . Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai 

telah berakhir. 

4. Utang telah dibebaskan oleh murtahi@n dengan berbagai macam cara, 

termasuk dengan cara (pemindahan utang kepada pihak lain). 

16 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra 
Utama, 2016), 62. 

32 
 

                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Gadai telah di batalkan oleh pihak murtahin, walaupun tanpa persetujuan 

nasabah. Apabila pembatalan tersebut dari pihak nasabah, maka gadai tetap 

berlaku. 

6. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya nasabah sebelum 

barang jaminan diterima oleh murtahi@n, seperti pailit, gila, atau sakit keras 

yang membawa kepada kematian. 

7. Rusaknya barang jaminan. Para ulama sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus 

karena rusaknya barang jaminan. 

8. Apabila barang jaminan disewakan, dihibahkan, dijual atau disedekahkan 

kepada pihak lain. Maka akad gadai menjadi berakhir.17 

 

H. Pemanfaatan Barang Gadai 

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya , baik oleh 

pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang 

tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. 

Namun apabila mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, 

maka barang tersebut boleh di manfaatkan. Namun harus diusahakan agar di 

dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan: jika pegadai atau penerima gadai 

meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjai milik 

bersama. Ketentuan itu di maksudkan untuk menghindari harta benda tidak 

berfungsi atau mubazir.18 

 

I. Prosedur Pelelangan Barang Gadai 

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, ini 

di bolehkan dengan ketentuan: 

1) Murtahi@n harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan nasabah (mencari 

tahu penyebab belum melunasi utang). 

2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran. 

17 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2016), 287. 
18 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2003), 58. 
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3) Kalau murtahi@n  benar-benar butuh uang dan nasabah belum melunasi 

hutangnya, maka murtahi@n boleh memindahkan barang gadai kepada 

murtahi@n lain dengan seizin ra@hin. 

4) Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahi@n boleh menjual 

barang gadai dan kelebihan uangnya di kembalikan kepada nasabah.19 

 

J. Peraturan Perundang-Undangan Yang Secara Langsung Mengatur 

Pegadaian Syariah 

Selama ini, pelaksanaan usaha gadai syariah yang dilakukan PT 

Pegadaian (Persero) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya, serta sejumlah fatwa DSN yang menjadi pedoman operasional 

usaha gadai syariah. Selain itu, juga terdapat beberapa aturan yang secara 

tidak langsung mengatur pegadaian syariah. Uraian di bawah berupaya 

menjelaskan tentang aturan-aturan dan fatwa-fatwa dimaksud ditinjau dari 

hierarki perundang-undangan, sehingga terlihat peraturan apa yang mestinya 

ada untuk mengembangkan pegadaian syariah kedepan.20 

1. Pegadaian syariah dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 

Salah satu persoalan mendasar berkaitan dengan pegadaian syariah di 

Indonesia adalh belum adanya regulasi yang mengatur secara otonom atas 

usaha tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini telah memberlakukan PP 

No. 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perserpan (Persero).21 PP No. 51 

Tahun 2011 telah di tetapkan oleh Presiden RI di Jakarta pada tanggal 13 

Desember 2011. Adapun materi muatan PP ini terdiri dari enam Pasal dan 

enam ayat. Adapun Pasal yang mengatur Pegadaian Syariah hanya terdapat 

pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: 

19 Ibid., 59. 
20 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra 
Utama, 2016), 73. 
21 PP No. 51 Tahun 2011 ini ditetapkan oleh Presiden RI, pada 13 Desember 2011 dan baru sejak 
tanggal 1 April 2012 bertepatan dengan HUT Pegadaian ke-111. 
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“Maksud dan tujuan pegadaian adalah untuk melakukan usaha di bidang 

gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya 

di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama 

untuk masyarakat, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas (PT).” 

Hal penting dari PP ini berkenaan dengan pegadaian syariah dapat merujuk 

pada pandangan para ahli bahwa diadakannya Perum Pegadaian adalah: 

(1) Untuk turut melaksanakan dan menjaga pelaksanaan kebijaksanaan dan 

program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 

umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai22 

(2) Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak 

jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon (rentenir) yang bunganya 

relatif tinggi. 

(3) Mencegah praktik pegadaian gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar 

lainnya.23 

Dengan diakuinnya keberadaan pegadaian yang beroperasi 

berdasarkan prinsip syariah, maka dengan sendirinya dalam sistem pegadaian 

nasional terdapat dua sistem sekaligus. Sekarang, kedudukan sistem 

pegadaian syariah tidak lain merupakan bagian integral dari sistem pegadaian 

syariah tidak lain merupakan bagian integral dari sistem pegadaian nasional 

yang berlaku di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukan sistem pegadaian 

syariah dalam operasionalnya harus tunduk pada PP, selain itu juga harus 

tunduk pada ketentuan fatwa-fatwa di bidang syariah itu sendiri, ia juga harus 

tunduk pada segala aturan umum yang menjadi landasan hukum bagi sebuah 

perusahaan gadai. Pengecualian bisa terjadi apabila secara khusus ditentukan 

oleh peraturan perundang-undangan gadai tersebut.  

22 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi 
universitas Indonesia, 2001), Cet. ke-2, 359. 
23 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 
ke-6, 248. 
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2. Kedudukan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 dalam Hierarki 

Perundang-undangan. 

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kedudukan sistem pegadaian syariah 

tidak lain merupakan integral dari sistem pegadaian nasional yang berlaku saat 

ini. Permasalahan selanjutnya adalah apakah kedudukan hukum PP No. 51 Tahun 

2011 sebagai dasar pengembangan pegadaian syariah cukup kuat bila ditinjau 

dari hierarki perundangan-undang? Hal ini karena PP No. 51 Tahun 2011 secara 

tata perundang-undangan kedudukan hukumnya berada di bawah undang-

undang. Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintah, presiden sebagai kepala pemerintahan sering 

mengeluarkan PP.24 

 

K. Pengembangan Pegadaian Syariah Dalam Fatwa Dsn-Mui 

Sebuah produk syariah tidak bisa dikeluarkan tanpa landasan aturan yang 

tetap ketika hukum positif itu belum ada, maka fatwa dari lembaga yang 

menaungi kesyariahan (DSN-MUI) menjadi pengganti sebelum adanya hukum 

positif tentang produk tersebut. Pada posisi inilah kenapa Bank Syariah Mandiri 

(BSM) atau Perum Pegadaian meminta fatwa untuk meluncurkan produk-produk 

yang diinginkan. Oleh sebab itu, kebutuhan akan fatwa dalam kasus seperti diatas 

menjadi sangat urgen. 

1. Urgensi Fatwa DSN-MUI  

Untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, MUI telah 

membentuk lembaga khusus yang berperan untuk memajukan ekonomi 

syariah, yaitu DSN MUI. Fungsi utama dari DSN adalah kejelasan atas 

kinerja lembaga keuangan syariah (LKS) agar betul-betul berjalan dengan 

prinsip syariah. Lahirnya DSN sebagai wujud dari antisipasi atas 

kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS). Tugas utama DSN MUI antara lain: menggali, mengkaji dan 

merumuskan niali prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk 

dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di LKS. DSN MUI juga 

24 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), 23. 
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mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa fatwa 

tersebut di LKS melalui DPS yang merupakan kepanjangan tangan DSN MUI 

di LKS.25 

Hal lain yang mendorong pembentukan DSN MUI adalah langkah 

efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu isu yang 

berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan syariah. Berbagai kasus 

yang memerluhkan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar 

diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya masing-masing DPS 

yang ada di LKS. Kehadiran DSN MUI pun diharapkan dapat berfungsi untuk 

mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan Ekonomi dan keuangan. 

Untuk itu DSN MUI akan senantiasa dan berperan secara pro-aktif dalam 

menanggapi perkembangan masyarakat Indonesi yang dinamis dalam bidang 

ekonomi dan keuangan. 

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di bidang 

perbankan, asuransi, pasar modal, menjadi perhatian khusus bagi para ulama 

yang tergabung dalam organisasi MUI. Sebagian ulama, yang tidak termasuk 

dalam unsur pemerintahan atau bagian dari kenegaraan, ia menetapkan suatu 

hukum yang berdasar pada syariah dalam bentuk fatwa. 

MUI mengeluarkan fatwa dikarenakan banyaknya persoalan yang muncul 

dalam masyarakat dan mereka membutuhkan petunjuk. Dengan kata lain, 

kelahiran lembaga ini didasari atas kebutuhan masyarakat mengingat 

pertumbuhan ekonomi syariah yang begitu pesat memerluhkan panduan 

syariah. Penilaian kesyariahan suatu produk syariah, misalnya, disandarkan 

pada kesesuaiannya dengan fatwa lembaga ini. 26 

Keberadaan fatwa juga dibutuhkan karena sebagian besar dari fatwa-

fatwa DSN MUI itu telah diadopsi oleh Bank Indonesia atau kementerian 

keuangan khususnya Direktoral Jendral Lembaga Keuangan, Direktoral 

25 M. Cholil Nafis, Teori Hukum Islam Ekonomi Syariah; Kajian Komperhensif tentang Teori 
Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa DSN dan Penerapannya ke dalam Peraturan 
Perundang-undangan, (Jakarta: UI-Press,2011),vii. 
26 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra 
Utama, 2016), 76. 
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Jendral Pengelolah Utang, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (Bapepam LK) serta Kementerian Koperasi dan UKM agar 

menjadi peraturan perundang undangan yang mengikat. Bahkan sebagian 

telah diadopsi oleh negara menjadi bagian dari undang undang. 

Upaya yang di lakukan untuk memasukkan aspek syariah dalam 

perundang undang sudah membuahkan hasil. Setidaknya beberapa peraturan 

telah mengatur aspek syariah. Peraturan setingkat undang-undang yang 

mengatur kegiatan ekonomi syariah hingga saat ini terdapat dua undang-

undang, yaitu: 

(1) UU nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), 

Pentingnya peranan fatwa DSN MUI diatur dalam pasal 25 yang mengatakan 

bahwa dalam rangka penerbitan SBSN, terhadap prinsip-prinsip syariah dari 

lmbaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. 

Kemudian dalam penjelasan pasal itu dikatakan bahwa lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah adalah 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah. 

Dengan demikian fatwa yang di maksud adalah fatwa DSN MUI, karena 

hanya DSN MUI yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di bidang 

ekonomi syariah. Maka instrumen keuangan perbankan syariah semakin 

bertambah.  

(2) UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dapat dilihat dalam 

Paal 26 ayat (1),(2) dan (3) yaitu: (1) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib 

tunduk kepada prinsip syariah; (2) adapun prinsip syariah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI); (3) 

fatwa sebagimana di maksud ayat (2) di tuangkan dalam Peraturan Bank 

Indonesia (PBI); (4) dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk 

komite Perbankan Syariah.27 

27 Ibid., 78. 
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Dengan demikian, landasan hukum bagi LKS di Indonesia selain di 

dasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga lain, juga termasuk 

ketentuan-ketentuan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. 

DSN MUI telah mengeluarkan 82 fatwa terkait produk keuangan syariah. Hal 

ini menunjukan pentingnya peranan fatwa dalam menumbuhkembangkan 

lembaga keuangn syariah di Indonesia. Sebagian besar fatwa fatwa DSN itu 

merupakan jawaban atas masalah-masalah perbankan syariah (58) fatwa, 

sebagian lain tentang asuransi syariah (6) fatwa, Pasar Modal Syariah (10) 

fatwa, Pembiayaan Syariah (1) fatwa, Pegadaian Syariah (3) fatwa, Surat 

Berharga Syariah (3) fatwa, dan Asuransi Syariah (1) fatwa.28 Proses 

dikeluarkannya fatwa oleh MUI biasanya di dasarkan pada permasalah atau 

kasus yang diajukan oleh pelaku usaha yang hendak mengeluarkan produk 

syariahnya. Fatwa merupakan jawaban hukum (legal opinion) yang 

dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (based on 

demand).29 

2. Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Hierarki Perundang-undangan  

Jika merujuk pada hierarki perundang-undangan di Indonesia, fatwa 

DSN ini tidak termasuk dalam tata urut perundang-undangan. Fatwa tidak 

lain sebagai sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan syariah atau 

perundang-undangan  yang belum jelas.30  

Fungsi dan keberadaan tidak lain sebagai hukum tidak tertulis, 

sehingga ia hanya akan diterapkan dan dijadikn dasar dalam suatu maslah 

tertentu man kala benar-benar tidak ada peraturan hukum tertulis yang 

mengatur masalah tersebut. Dalam keadaan semacam inilah fatwa-fatwa DSN 

MUI tersebut dapat dipandang sebagai salah satu peraturan pelaksana dari 

peraturan perundang-undang. Fatwa memang tidak memiliki daya ikat, baik 

terhadap peminta fatwa itu sendiri maupun terhadap pihak lain. Namun dalam 

28 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra 
Utama, 2016), 96. 
29 KH. Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, 20. 
30 Maftukhatusolikhah dan M Rusydi, Riba dan Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah, 
(Yogyakarta: Politea Press, 2008), 113. 
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mengadili perkara perbankan syariah di Pegadilan Agama, khususnya fatwa 

DSN di bidang perbankan syariah, tampaknya mempunyai kedudukan dan 

perlu diberlakukan tersendiri. Hal ini tidak sama dengan fatwa-fatwa pada 

umumnya, sebagaimana terlihat antara lain dari rumusan Pasal 1 ayat (7), UU 

No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi “Bank Syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah” adapun 

yang dimaksud dengan prinsip itu sendiri ditegaskan dalam ayat 12, pasal 

tersebut yang menyatakan bahwa “Prinsip syariah adalah prinsip hukum 

islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang 

syariah”.31  

 

L. Perbedaan Dan Persamaan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian 

Syariah  

Pegadaian Konvensional (Umum) adalah suatu  hak yang 

diperbolehkan seseorang yang mempunyai pitutang atas suatu barang 

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh 

orang lain atas nama orang yang mempunyai utang, dan yang memberikan 

kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari 

barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, 

dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematankanya 

setelah barang itu digadaikan.  

Persamaan gadai konvensional dengan gadai syariah. Persamaan gadai 

konvensional dengan gadai syariah adalah seperti berikut: 

 
 
 
 
 
 

31 Maskun, “Problematika Aplikasi Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia,” Mimbar 
Hukum, Juli-Agustus 2000, 41. 
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Tabel 2.1 tentang Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian 
Konvensional 
 

Sumber: Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, hal. 124 2011. 
 

32 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), 124. 

PERSAMAAN PERBEDAAN 
    a. Hak gadai atas pinjaman uang. 
 
 
 
 
 
 

    b. Adanya agunan sebagai jaminan 
hutang. 
 
 
 
 

    c. Tidak boleh mengambil manfaat 
barang yang digadaikan. 

 
    d. Biaya barang yang digadaikan 
ditanggung oleh para pemberi gadai. 

 
    e. Apabila batas waktu pinjaman uang 
habis barang yang digadaikan boleh dijual 
atau dilelang. 

  a. Gadai dilakukan secara suka rela atas 
dasar tolong menolong tanpa mencari 
keuntungan sedangkan gadai menurut 
hukum perdata disamping berprinsip 
tolong menolong juga menarik keuntungan 
dengan cara menarik bunga atau sewa 
modal. 

 
2 b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya 

berlaku pada benda yang bergerak 
sedangkan dalam hukum Islam, rahn 
berlaku pada seluruh benda, baik yang 
bergerak maupun tidak. 

 
c. Dalam  ra@hn tidak ada istilah bunga. 
 
 
d. Gadai menurut hukum perdata 
dilaksanakan melalui suatu lembaga yang 
di Indonesia disebut Perum Pegadaian, 
rahn menurut hukum Islam dapat 
dilaksanakan tanpa melalui suatu 
lembaga.32 
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BAB III 

PEGADAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA 

 

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan  

Surabaya  

a. Profil Singkat  PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan  

Surabaya 

Pengertian Gadai Syariah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang 

mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut 

diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai 

utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. (Gadai 

dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan 

jaminan. Menurut beberapa Mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan 

harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, 

baik seluruhnya maupun sebagian.  

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh 

perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di 

samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya 

sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian 

Dewi Sartika merupakan pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di 

Indonesia.1 

Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat actual (berwujud), 

namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa 

penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta 

jaminan. Menurut Mazhab Syafi’i dan Hambali, harta yang dijadikan 

jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya. (Gadai syariah adalah produk 

jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan 

1 Muhammad Firdaus, Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), 
20. 
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berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak 

menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.2 

Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak; 

sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Perusahaan Umum Pegadaian 

adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai 

izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan 

dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai 

seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. 

Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat 

atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan 

lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana 

mendesak dari masyarakat. Pemerintah baru mendirikan lembaga gadai 

pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian.  

Pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf Von Westerode sebagai 

kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari 

jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum 

gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali 

berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di 

bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di 

tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 

April 1990 sampai dengan terbitnya PP103 tahun 2000 Pegadaian berstatus 

sebagai Perum dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan 

Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang. 

Terbitnya PP/10 tanggal 1April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak 

awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 

menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah 

praktik riba@. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang 

2 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 7. 
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dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Pada 

saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide 

pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga 

dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah 

terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka Pegadaian 

syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk 

dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. 

Keberadaan Pegadaian Syariah atau rahn lebih dikenal sebagai bagian 

produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan 

kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan 

pembiayaan. Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan 

Rahn/Gadai Syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga 

Keuangan Syariah melaksanakan rahn yang bagi Pegadaian dapat 

dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan 

Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan 

produk rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah 

membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Divisi 

Usaha Lain.3 

b. Visi dan Misi  

Visi :  

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang 

terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. 4 

Misi : 

Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan 

selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah 

kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

3 Ibid,. hal. 9. 
4 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
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Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam 

mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan 

utama masyarakat.  

Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat 

golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka 

optimalisasi sumber daya perusahaan.5 

 

c. Struktur Organisasi, Personalia dan Diskripsi Tugas 

1. Struktur Organisasi 

Gambar 3.1: Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah (persero) 

 
Sumber: Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian 

(persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017 

2. Personalia dan Diskripsi Tugas 

1. Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang) 

2. Sri Sulistoiwati (Penaksir) 

5 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
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penaksir merupakan bagian yang menaksir barang jaminan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan menentukan uang pinjaman ijaroh sesuai barang anggunan 

yang dibawa nasabah. 

3. Eddu Terano Siwi (Kasir/Administrasi) 

melayani administrasi pembayaran semua jenis tansaksi terhadap produk 

dan jasa pegadaian syariah dan memberikan verifikasi atas transaksi dengan 

layanan sesuai standar servis kepada nasabah. 

4. Moch. Firmansyah (Pengelola Agunan) 

merupakan bagian yang mempunyai resiko paling besar, dimana bagian ini 

mempunyai tugas menyimpang dan mengeluarkan agunan yang sesuai 

dengan SBR. 

5. Achmad Syamsudin (Office Boy) 

6. Moch. Mudi , Saiful Arif (Security) 

7. Awang Iman (Driver)6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
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B. MEKANISME AR- RAHN (GADAI SYARIAH) DI PT. PEGADAIAN 

SYARIAH CABANG BABAKAN  SURABAYA 

 

Bagan 3.1 : Mekanisme Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Babakan 

Surabaya.7 

 

C. 1 
D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan: 

 

 

 

 

 

 

1. Nasabah datang ke PT. Pegadaian (Persero) Cabang Babakan Surabaya, 

untuk melakukan akad Ar- Rahn.  

7 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 

NASABAH (RA@HIN) 

Sri Sulistoiwati 
(Penaksir) 

PEGADAIAN SYARIAH 
CABANG BABAKAN 

SURABAYA 
(MURTAHI@N) 

Moch. Firmansyah 

(Pengelolah 
Anggunan) 

Eddu Terano Siwi 
(Kasir/Administrasi) 

BARANG JAMINAN 
(MARHU@N) 

1 

2 

5 

4 

6 

3 
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2. Nasabah datang membawa barang jaminan untuk di titipkan atau di 

gadaikan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Babakan Surabaya. 

3. Barang jaminan di berikan kepada Penaksir untuk di taksir barang jaminan 

sesuai ketentuan yang berlaku dan menentukan uang pinjaman ijaroh 

sesuai barang anggunan yang dibawa nasabah. Penaksir juga mencetak 

SBR (Surat Bukti Rahn). 

4. Kemudian Penaksir memberikan SBR kepad Kasir untuk administrasi 

pembayaran transaksi. 

5. Kasir memberikan uang pinjaman terhadap dan memberikan verifikasi atas 

transaksi dengan layanan sesuai standart service kepada nasabah. 

6. Lalu, penaksir memberikan barang jaminan kepada pengelolah anggunan 

untuk di tempatkan di tempat penyimpanan barang jaminan.8 

 

C. Produk dan Aplikasi Akad 

1. Gadai Syariah (Rahn) 

Gadai Syariah (Rahn) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis 

untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai syariah dengan 

barang jaminan berupa emas , perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan 

bermotor. 

Keuntungan Gadai Syariah (Rahn) 

Produktif  

Meningkatkan daya guna barang berharga dan asset andapun produktif secara 

tetap menjadi milik anda.  

Praktis  

Prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat. 

 

 

 

8 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
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Optimal 

barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir 

berpengalaman,asset andapun tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena 

nilai taksiran yang optimal. 

Fleksibel 

jangka waktu pinjaman yang fleksibel, nasabah bebas menentukan pilihan caradan 

masa angsuran.  

Menentramkan 

Di kelola secara Syariah, barang anda aman dan terjaga di lembaga terpercaya.9 

Persyaratan pinjaman : 

a. Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya (SIM, paspor, 

dll) 

b. Menyerahkan barang sebagai jaminan, seperti : 

Perhiasan emas, berlian; 

Barang-barang elektronik; dan  

Kendaraan bermotor. 

c. Untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) 

dan fotocopy STNK sebagai pelengkap jaminan.  

Mengisi formulir permintaan pinjaman yang telah disediakan. 

d. Menandatngani akad rahn. 

Prosedur pemberian pinjaman : 

a. Nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP) 

b. Nasabah menyerahkan FPP yang dilampiri dengan fotocopy identitas 

serta barang jaminan ke loket. 

Petugas pegadaian menaksir (marhu@n) agunan yang diserahkan. 

c. Besaran pinjaman (marhu@n bih) adalah sebesar 90%-95% dari taksiran 

marhu@n. 

9 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
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d. Apabila telah disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani 

akad dan menerima uang pinjaman. 

Proses pelunasan pinjaman : 

Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka 

waktu maksimal (120 hari, baik denga cara sekaligus maupun angsuran. 

Apabila sampai dengan (120 hari belum bisa melunasi, nasabah dapat 

memperpanjang masa pinjaman sampai d e n ga n  (120 hari berikutnya.  dengan 

membayar ijaroh dan biaya administrasi sesuai dengan berlaku.10 

2. ARRUM (Ar- Rahn Untuk Usaha Mikro/Kecil) 

ARRUM (Ar- Rahn Untuk Usaha Mikro/Kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem 

syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk 

keperluan pengembangan usaha dengan usaha dengan sistem secara angsuran, 

menggunakan jaminan BPKB mobil atau atau motor. Untuk produk ARRUM 

emas, barang jaminan yang disimpan di pegadaian adalah emas. 

Keuntungan ARRUM :  

a. Menambah modal kerja usaha memperbesar skala bisnis anda. 

b. Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat anda gunakan untuk faktor 

produksi. 

c. Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu dari survey sampai 

pencapaian cepat. 

d. Biaya ijarah yang relatif ringan dan biaya administrasi yang tidak 

memberatkan.  

e. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, serta bebas menentukan pilihan 

pembayaran (angsuran atau sekaligus) 

Persyaratan pembiayaan : 

a. Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya. 

b. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atau 

Emas sebagai agunan.  

c. Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun.  

10 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
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d. Survey dan analisa kelayakan usaha. 

e. Mengisi formulir permintaan pinjaman. 

f. Menandatangani akad ARRUM. 

Proses memperoleh pembiayaan ARRUM : 

a. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM. 

b. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen 

pendukung lainnya yang terkait. 

c. Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang 

dilampirkan. 

d. Petugas pegadaian melakukan survey analisis kelayakan usaha serta 

menaksir agunan. 

e. Penandatanganan akad pembiayaan. 

f. Pencairan pembiayaan.11 

3. MULIA (Mura@bah{ah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) 

Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan 

manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis 

investasi yang nilainya stabil, likuid dan riil.  

 MULIA (Mura@bah{ah Logam Mulia untul Investasi Abadi) 

memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh 

Pegadaian Syariah pada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran, atau 

arisan dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad 

MULIA menggunakan akad Mura@bah{ah dan Rahn.  

Keuntungan berinvestasi melalui Logam Mulia :  

a. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset anda. 

b. Jembatan mewujudkan niat mulia anda untuk  

menunaikan ibadah haji 

mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang 

memiliki tempat tinggal dan kendaraan. 

11 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
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c. Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang 

mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha atau 

menyehatkan cashflow keuangan bisnis anda dll. 

d. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 1gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 

100gr, 250gr, 1kg. 

e. Pembelian logam mulia dapat dilakukan dengan berbagai pola yang 

diinginkan nasabah baik secara tunai, kredit (angsuran) atau dengan sistem arisan.  

Persyaratan MULIA :  

a. Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya 

b. Mengisi formulir aplikasi MULIA 

c. Menyerahkan uang muka (apabila pembelian dengan pola kredit atau 

angsuran dan pola arisan) 

d. Menandatangani akad MULIA.12 

4. Multi Pembayaran Online (MPO) 

Multi pembayaran online (MPO) merupakan layanan jasa yang ditawarkan oleh 

Pegadaian Syariah dalam mempermudah nasabah dalam memenuhi berbagai 

kebutuhan berumah tangga. Layananan pembayaran online yang ditawarkan 

diantaranya layanan pembayaran tagihan listrik, telepon, internet, PDAM, 

indovision, token listrik, pulsa elektrik serta pembelian tiket kerete api dan 

sebagainya, secara online di outlet Pegadaian Syariah seluruh Indonesia. MPO 

merupakan solusi pembayaran tepat dan cepat yang memberi kemudahan nasabah 

dalam transaksi tanpa harus memiliki rekening di bank. 

Keunggulan MPO :  

a. Layanan Multi Pembayaran Online tersedia diseluruh Pegadaian Syariah 

b. Pembayaran secara real time 

c. Memberi kepastian, kenyamanan dalam bertransaksi 

d. Biaya jasa kompetitif 

e. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan. 

f. Prosedur sangat mudah 

12 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
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Cara bertransaksi MPO : 

a. nasabah datang ke outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia 

b. membawa nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, PDAM dll 

c. membawa identitas diri khusus pembelian tiket kereta api.13 

 

D. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil 

1. Variabel biaya dalam Pegadaian Syariah meliputi: 

Biaya administrasi yang ditetapkan sebagai berikut:  

a. Rp. 20.000 – Rp. 150.000 = Rp. 1.000  

b. Rp. 155.000 – Rp. 500.000 = Rp. 3.000  

c. Rp. 505.000 – Rp. 1.000.000 = Rp. 5.000  

d. Rp. 1.050.000 – Rp. 10.000.000 = Rp. 15.0000 

e. Rp. 10.050.000 – dan seterusnya = Rp. 25.00014 

Besarnya biaya administrasi murah dan tidak memberatkan. Transaksi 

pinjaman ditetapkan sebesar Rp. 50 untuk setiap kelipatan pinjaman Rp. 5.000, 

untuk semua golongan pinjaman. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi, 

dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat; Rp. 1 s/d 50 dianggap sama dengan 0, 

diatas Rp. 50 s/d 100 dibulatkan menjadi Rp. 100. Biaya administrasi hanya 

dikenakan sekali di awal akad. Adapun biaya administrasi tersebut meliputi:  

a. Biaya riil yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan, dan biaya tenaga 

kerja. 

b. Besarnya ditetapkan berdasarkan SE tersendiri. 

c. Di pungut dimuka saat pinjaman dicairkan. Biaya Sewa Tempat 

Penyimpanan Barang Gadai  

a. Biaya sewa  tempat penyimpanan gadai syariah didasarkan kepada besarnya 

tarif jasa simpanan. Berikut ini adalah contohnya, Jika berupa: 

1. Perhiasan. Marhu@n jenis perhiasan yang ditebus, maka dikenakan tarif jasa 

simpanan sebesar Rp. 90 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali 

13 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
14 Eddu Terano Siwi (Kasir/Administrasi), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 31 Oktober 2017. 
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kelipatan taksiran marhu@n emas sebesar Rp. 10 hari masa penyimpanan 

dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini 

dilakukan pembulatan Rp. 100 terdekat: 1 s/d Rp. 50 dianggap sama dengan 

0, tetapi diatas Rp. 50 s/d Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100. 

2. Barang elektronik, alat rumah tangga, dan lainnya dikenakan tarif jasa 

simpanan sebesar Rp. 95 per hari masa penyimpanan. 

3. Kendaraan bermotor. Jenis simpanan berupa kendaraan bermotor seperti 

mobil dan sepeda motor, dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 100 per 

sepuluh hari masa penyimpanan.15 

Tabel 3.1 Tarif Sewa Tempat Simpanan 

No. Jenis Simpanan Tarif Jasa Simpanan 

1.  Emas dan Berlian Taksiran/ Rp. 10.000 x Rp. 90 

x jangka waktu/ 10 hari 

2. Elektronik, mesin 

jahit, dll 

Taksiran/ Rp. 10.000 x Rp. 95 

x jangka   

3. Kendaraan bermotor Taksiran/ Rp. 10.000 x Rp. 100 

x jangka waktu/ 10 

Sumber: Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian 

(persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 

 

Biaya Jasa Simpan yang dihitung per 10 hari. 

2. Teknis Pegadaian Syariah :  

a. Biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang. 

b. Jasa simpanan berdasarkan taksiran. 

c. Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dijual kepada 

masyarakat. 

d. Maksimal jangka waktu 4 bulan. 

15 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
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e. Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil diserahkan kepada 

lembaga ZIS.16 

3. Ketentuan Bagi Hasil 

Pada hakikatnya bagi hasil yang dibagikan dalam akad ini adalah dari keuntungan 

bersih pihak yang diamati untuk mengelola barang gadaian. Artinya, bahwa 

keuntungan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan, seperti halnya 

biaya operasional maupun biaya non operasional.  

Sedangkan mengenai ketentuan bagi hasilnya adalah sesuai dengan kesepakatan 

kedua belah pihak. Apabila marhu@n dikelola oleh nasabah, maka nisbah yang 

dibagikan misalnya 75% untuk nasabah dan 25% untuk pegadaian. Hal ini 

ditempuh karena pihak nasabah adalah pemilik barang gadaian yang sah. 

Sedangkan bagi pegadaian, jumlah persentasenya dapat digunakan untuk menjaga 

terjadinya inflasi atau kerugian lain atas uang yang dipinjamkan.17 

 

E. Sistem Cicilan dan Perpanjangan 

Pada dasarnya setiap nasabah melakukan cicilan dalam jangka waktu 

empat bulan. Namun demikian, ia dapat melunasi pinjamannya kapanpun tanpa 

harus menunggu jatuh tempo. Akan tetapi, nasabah dapat memilih cara pelunasan 

dengan cara mencicil. Jika dalam waktu 4 bulan nasabah belum bisa melunasi 

utangnya, ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk waktu empat 

bulan lagi dengan meneyelesaikan biayanya. Akan tetapi, apabila nasabah pada 

waktu yang ditetapkan tidak mampu membayar pinjamannya maka pegadaian 

syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.18 

 

 

 

 

16 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
17 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
18 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
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F. Penggolongan Pinjaman, Besarnya Tarif, dan Biaya Administrasi 

Besarnya jumlah uang pinjaman (marhu@n bih) sangat tergantung 

kepada golongan barang gadai (marhu@n) yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan 

berdasarkan tarif simpanan, bukan besarnya sewa modal atau jangka waktu 

simpanan. Barang yang digadaikan harus ditaksir dahulu oleh pihak 

pegadaian untuk mengetahui nilai barang tersebut. Berikut ini tabel golongan 

pinjaman:19 

Tabel 3.2: Penggolongan Pinjaman, Besarnya Tarif, Dan Biaya Administrasi 

Gol Besar Taksiran Nilai Taksiran Biaya 

administrasi 

Tarif Jasa 

Simpanan 

Kelipatan 

1 2 3 4 5 6 

A 100.000-500.000 500.000 5.000 45 10 

B 510.000-1.000.000 >500.000-

1.000.000 

6.000 225 50 

C 1.050.000-5.000.000 >1.000.000-

5.000.000 

7.500 450 100 

D 5.050.000-10.000.000 >5.000.000-

10.000.000 

10.000 2.250 500 

E 10.050.000 >10.000.000 15.000 4.500 1.00020 

Sumber: Eddu Terano Siwi (Kasir/Administrasi), wawancara, PT. Pegadaian (persero) 

Cabang Syariah Babakan Surabaya, 31 Oktober 2017. 

 

 

 

 

19 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah), 2010, 269. 
20 Eddu Terano Siwi (Kasir/Administrasi), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 31 Oktober 2017. 
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G. Mekanisme Tentang Ta’zi@r (Denda) di Pegadaian Syariah Cabang Babakan 

Surabaya 

Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak kemudian 

pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah di sediakan oleh 

pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-

biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan 

keseluruhan proses kegiatannya.21 Atas dasar ini benar- bagi pegadaian 

mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh 

kedua belah pihak. 

Pegadaian memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang 

dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan 

dari uang pinjaman. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam 

uang hanya sebagai “lipstick” yang akan menarik minat konsumen untuk 

menyimpan barangnya di pegadaian. 

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian Islam, masyarakat 

hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-

lain) untuk ditipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf penaksir 

akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan 

sbagai patokan perhitungan pengenaan sewa pinjaman (jasa simpan) dan plafon 

uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang di tentukan oleh Perum 

Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberika adalah sebesar 90% 

dari nilai taksiran barang.22 

Setelah melalui tahapan ini, pegadaian Islam dan nasabah melakukan 

akad dengan kesepakatan: 

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama 

maksimum empat bulan . 

21 Nurul Annisa (Nasabah), wawancara,  Lebak Jaya V Utara Nomor 66, 25 Oktober 2017. 
22 Sri Sulistoiwati (Penaksir), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Babakan 
Surabaya, 28 Oktober 2017 
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2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh 

rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar 

bersamaan pada saat melunasi pinjaman. 

3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian 

pada saat pencairan uang pinjaman.23 

Nasabah dalam hal ini di berikan kelonggaran untuk: 

a. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapanpun sebelum 

jangka waktu empat bulan. 

b. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan 

yang sudah berjalan ditambah bea administrasi. 

c. Atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat 

jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.24 

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya 

membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang 

jaminan dengan cara menjual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok 

pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak 

nasabah. Nasabah diberikan kesempatan selama satu tahun untuk mengambil ang 

tersebut, pegadaian Islam akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil 

Zakat sebagai ZIS.25 

Aspek Islam tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, 

pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber 

yang benar-benar terbebas dari unsur riba@. Dalam hal ini, seluruh kegiatan 

pegadaian Islam termasuk dana yag kemudian disalurkan kepada nasabah, murni, 

23 Nurmalia (Nasabah), wawancara,  Kebalen Wetan Nomor 18, 26 Oktober 2017. 
24 Sri Sulistoiwati (Penaksir), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Babakan 
Surabaya, 28 Oktober 2017 
25 Siti Yayuk Farida (Nasabah), wawancara, Kapas Krampung Gg Buntu Nomor 6A, 28 Oktober 
2017. 
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berasal dari modal sendiri ditambah dengan pihak ketiga dari sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 26 

26 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
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BAB IV 

ANALISIS FATWA DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TERHADAP 

PENENTUAN KEMAMPUAN NASABAH DI PEGADAIAN SYARI’AH 

CABANG BABAKAN SURABAYA 

 

A. Analisis Penentuan Kemampuan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang 

Babakan Surabaya 

 

Gadai dalam fiqh disebut Rahn, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, 

dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, Rahn berarti perjanjian penyerahan harta 

oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik 

seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat 

actual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal 

misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu 

harta jaminan. Menurut mahab Syafi’i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan 

tersebut tidak termasuk manfaatnya.1 

Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman 

menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat 

Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.  

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di 

Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan 

lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke 

masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalm Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman 

kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh 

kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan 

dana mendesak dari masyarakat.2 

 

1 Abdul rahman, Fiqh Muamat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, 265. 
2 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra 
Utama, 2016), 20. 
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Selama ini, pelaksanaan usaha gadai syariah yang dilakukan PT 

Pegadaian (Persero) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya, serta sejumlah fatwa DSN yang menjadi pedoman operasional 

usaha gadai syariah. Selain itu, juga terdapat beberapa aturan yang secara tidak 

langsung mengatur pegadaian syariah. Uraian di bawah berupaya menjelaskan 

tentang aturan-aturan dan fatwa-fatwa dimaksud ditinjau dari hierarki perundang-

undangan, sehingga terlihat peraturan apa yang mestinya ada untuk 

mengembangkan pegadaian syariah kedepan.3 

Dalam Pegadaian Syariah tidak menganut sistem bunga. Namun lebih 

menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya yang dngan pengenaan 

biaya jasa tersebut. Melalui akad Rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak 

kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah di 

sediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah 

timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya 

perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini benar bagi 

pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati 

oleh kedua belah pihak. 

Akad tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan penuh 

amanah, salah satunya adalah tempo pelunasan yang harus dilakukan oleh debitur. 

Debitur harus mempertanggungjawabkan akad yang telah dilakukannya dengan 

cara memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam akad itu. Debitur 

dan kreditur harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

akad. Khusus debitur, maka tempo pelunasan penting, sebab jika tidak 

dilaksanakan berakibat pada barang yang dititipkan debitur sebagai jaminan. 

Pegadaian memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang 

dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan 

dari uang pinjaman. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam 

3 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra 
Utama, 2016), 73. 
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uang hanya sebagai “lipstick” yang akan menarik minat konsumen untuk 

menyimpan barangnya di pegadaian.4 

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian Islam, masyarakat 

hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-

lain) untuk ditipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf penaksir 

akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan 

sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa pinjaman (jasa simpan) dan plafon 

uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang di tentukan oleh Perum 

Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% 

dari nilai taksiran barang.5 

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya , baik oleh 

pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang 

tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. 

Namun apabila mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, 

maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar di dalam 

perjanjian gadai itu tercantum ketentuan: jika pegadai atau penerima gadai 

meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjai milik 

bersama. Ketentuan itu di maksudkan untuk menghindari harta benda tidak 

berfungsi atau mubazir.6 

Besarnya jumlah uang pinjaman (marhu@n bih) sangat tergantung 

kepada golongan barang gadai (marhu@n) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 

Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tarif 

simpanan, bukan besarnya sewa modal atau jangka waktu simpanan. Barang yang 

digadaikan harus ditaksir dahulu oleh pihak pegadaian untuk mengetahui nilai 

barang tersebut.7 

4 Sri Sulistoiwati (Penaksir), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Babakan 
Surabaya, 28 Oktober 2017 
5 Sri Sulistoiwati (Penaksir), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Babakan 
Surabaya, 28 Oktober 2017 
6 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2003), 58. 
7 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah), 2010, 269. 
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Setelah melalui tahapan ini, pegadaian Islam dan nasabah melakukan 

akad dengan kesepakatan: 

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum 

empat bulan . 

2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) 

dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat 

melunasi pinjaman. 

3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat 

pencairan uang pinjaman.8 

 

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini: 

1. Diserahkannya barang jaminan kepada pemiliknya. 

Menurut jumhur ulama selain Syafi’iyah, akad gadai berakhir karena 

diserahkannya barang jaminan kepada pemiliknya. Hal ini oleh karena gadai 

merupakan jaminan terhadap hutang. Apabila barang jaminan diserahkan kepada 

nasabah, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karena akad gadai telah 

berakhir. 

2. Utang telah dilunasi seluruhnya. 

3. Penjualan secara paksa. 

Apabila utang telah jatuh tempo dan ra@hin tidak mampu membayar maka atas 

perintah hakim, ra@hin bisa menjual barang jaminan. Apabila ra@hin tidak mau 

menjual barang jaminan maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya 

(ra@hin). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah 

berakhir. 

4. Utang telah dibebaskan oleh murtahi@n dengan berbagai macam cara, termasuk 

dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain). 

5. Gadai telah dibatalkan oleh pihak murtahi@n, walaupun tanpa persetujuan 

ra@hin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak ra@hin, maka gadai tetap 

berlaku. 

8 Sri Sulistoiwati (Penaksir), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Babakan 
Surabaya, 28 Oktober 2017 
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6. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya ra@hin sebelum barang 

jaminan diterima oleh murtahi@n, seperti pailit, gila, atau sakit keras yang 

membawa kepada kematian. 

7. Rusaknya barang jaminan. Para ulama sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus 

karena rusaknya barang jaminan. 

8. Apabila barang jaminan disewakan, dihibahkan, dijual atau disedekahkan kepada 

pihak lain. Maka akad gadai menjadi berakhir.9 

Namun, Nasabah dalam hal ini di berikan kelonggaran untuk: 

a. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka 

waktu empat bulan. 

b. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang 

sudah berjalan ditambah bea administrasi. 

c. Atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh 

tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.10 

 

Pada dasarnya setiap nasabah (ra@hin) melakukan cicilan dalam 

jangka waktu empat bulan. Namun demikian, ia dapat melunasi pinjamannya 

kapanpun tanpa harus menunggu jatuh tempo. Akan tetapi, nasabah (ra@hin) 

dapat memilih cara pelunasan dengan cara mencicil. Jika dalam waktu 4 bulan 

nasabah belum bisa melunasi utangnya, ia dapat mengajukan permohonan 

perpanjangan untuk waktu empat bulan lagi dengan meneyelesaikan biayanya. 

Akan tetapi, apabila nasabah (ra@hin) pada waktu yang ditetapkan tidak mampu 

membayar pinjamannya maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau 

penjualan barang gadai.11 

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya 

membayar jasa simpan karena tidak mampu secara finansial, maka Pegadaian 

9 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2016), 287. 
10 Sri Sulistoiwati (Penaksir), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Babakan 
Surabaya, 28 Oktober 2017. 
11 Mussarifatun S,Sos (Pimpinan Cabang), wawancara, PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah 
Babakan Surabaya, 24 Oktober 2017. 
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Syariah tidak melakukan penentuan kemampuan nasabah secara finansial. 

Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya langsung mengeksekusi barang 

jaminan dengan cara menjual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok 

pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak 

nasabah. Nasabah diberikan kesempatan selama satu tahun untuk mengambil ang 

tersebut, pegadaian Islam akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil 

Zakat sebagai ZIS.12 

 

B. Analisis Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penentuan 

Kemampuan Nasabah di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya 

Pegadaian Syariah adalah salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga 

keuangan non bank yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan 

menggadaikan barang jaminan hutang. Pembiayaan Rahn merupakan salah satu 

bentuk tolong-menolong yang berupa menyalurkan dana kepada pihak yang 

membutuhkan dengan sistem gadai secara syariah.13 

Sementara menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn, barang titipan debitur dapat dijual setelah melalui 4 

(empat proses), yakni memberikan peringatan kepada debitur untuk melunasi 

utangnya, jika tidak dapat melunasi utangnya maka dapat menjual paksa melalui 

lelang syari’ah, hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan pelunasan 

hutang, dan biaya peyimpanan serta pemeliharaan yang belum lunas, di mana 

hasil penjualannya jika lebih dari utang yang ditangung, menjadi milik debitur, 

sementara jika tidak mencukupi menjadi tanggungjawab debitur.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, penjualan objek gadai tidak serta merta 

dapat dilakukan oleh kreditur, harus ada proses peringatan kepada debitur untuk 

melaksanakan kewajibannya melunasi pembayaran hutang. Momentum ini tidak 

12 Muhammad Solikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2003), 59. 
13 Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan 
PAPSI, (Jakarta: Grasindo, 2005), 30. 
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jarang dimanfaatkan debitur untuk menunda-nunda pembayaran, padahal secara 

finansial sudah mampu untuk melaksanakan kewajibannya.14 

Konsekuensi dari kedudukan sistem pegadaian syariah dalam 

operasionalnya harus tunduk pada PP, selain itu juga harus tunduk pada ketentuan 

fatwa-fatwa di bidang syariah itu sendiri, ia juga harus tunduk pada segala aturan 

umum yang menjadi landasan hukum bagi sebuah perusahaan gadai. Pengecualian 

bisa terjadi apabila secara khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

gadai tersebut.15 

Mengacu pada Fatwa Dewan Syari’ah Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 

tentang Sanksi Atas Nasabah mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran 

(selanjutnya disingkat Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000), maka debitur 

yang menunda-nunda pembayaran secara sengaja atau tidak memiliki kemampuan 

dan i’tikad baik boleh dikenai sanksi yang didasarkan pada prinsip ta’zi@r 

dengan tujuan mendidik debitur agar lebih disiplin dalam melakasanakan 

kewajibannya. Adapun sanksi itu dapat berupa uang yang besarnya ditentukan 

atas dasar kesepakatan dalam akad yang ditandatangani. 

Untuk dapat bertindak demikian, tentu kreditur membutuhkan analisa 

mendalam terhadap keadaan debitur yang sesungguhnya sehingga dapat 

menentukan kemampuan nasabah dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang 

telah ditetapkan dalam akad Rahn. Jika ternyata memiliki kemampuan untuk 

melunasi hutang, namun menunda-nunda dengan sengaja diikuti i’tikad tidak 

baik, maka kreditur dapat memberikan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam 

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Dewan Syariah Nasional menetapkan: 

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada 

Nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan 

sengaja. 

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majuer tidak 

boleh dikenakan sanksi. 

14 Muhammad Solikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2003), 59. 
15 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), 23. 
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3. Nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai 

itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. 

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zi@r yang betujuan agar nasabah lebih disiplin 

dalam melaksanakan kewajibannya. 

5. Sanksi dapat berupa yang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan 

dibuat saat akad ditandatangani. 

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial. 

 

Namun jika ternyata kreditur memang tidak memiliki kemampuan untuk 

melakukan pembayaran sesuai dengan akad, maka penjatuhan sanksi tidak 

diperbolehkan karena belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.16 

Pegadaian syariah cabang babakan surabaya telah melanggar Fatwa DSN 

MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 point 2 dan 3, karena tidak melakukan pnentuan 

kemampuan nasabah secara finansial. Pegadaian Syariah Cabang Babakan 

Surabaya langsung mengeksekusi barang jaminan dengan cara menjual, selisih 

antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan 

uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. 

 

16 Ibid., 60. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya tidak melakukan 

penentuan kemampuan nasabah secara finansial yakni dengan cara, 

memberikan kelonggaran kepada setiap nasabah (ra@hin) melakukan 

cicilan dalam jangka waktu empat bulan. Jika dalam waktu 4 bulan 

nasabah belum bisa melunasi utangnya, maka pegadaian syariah akan 

melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai. 

 

2. Dalam Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Kemampuan 

Nasabah di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya ini belum 

memenuhi syarat islam dan belum taat pada Fatwa DSN MUI No. 

17/DSN-MUI/IX/2000 point 2 dan 3, karena “Penentuan Nasabah 

secara finansial tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan DSN MUI 

tersebut”. Karena dalam akad gadai di Pegadaian Syariah Cabang 

Babakan Surabaya tidak menentukan kemampuan nasabah yang 

menunda-nunda pembayaran dikarenakan kemampuan secara finansial. 
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B. Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis ingin memberikan 

saran-saran yang mungkin dapat digunakan di Pegadaian Syariah Cabang 

Babakan Surabaya sebagai bahan masukan: 

1. Diharapkan untuk lebih menerapkan akad gadai sesuai ketentuan Islam 

dan DSN MUI yang merupakan salah satu kiblat bagi lembaga 

keuangan syariah di Indonesia dalam melaksanakan praktik ekonomi 

syariah sesuai dengan syariat Islam. 

2. Dalam menentukan kemampuan nasabah, Pegadaian Syariah dapat 

melakukan penentuan kemampuan nasabah secara finansial agar tidak 

memberikan ta’zir untuk nasabah yang kurang mampu/belum mampu. 
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